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OANIL®
KABLPATEN | IRPLEN
NOMOR SO TALIEN 2002

TENTANG,
RETRIBUST Py S ALAN PRODUKSTESATIA DAEMAN

llISMll,l.AIHRRMIMANIRRAHIM
DENGAN 1AM ALEATE CANG MANIA K1 ASA

BUPATIBING LN,

Mﬂllmblng: o bahwa berdasarkan Verstur n Pemerintah Nomaor 6 Tahun 200))

lentang Retribuse Daerah Retr sy Pempualan Produksi Ssaha

Dacrah merupaban jenis Retribuse  1aerah Yang  pungutaniya
menjadi ‘.\'wl'n.m}‘.m Pemer wah K ,tbup-lll:u / Kony

b bhahwa schubungan dengan hal lersebutl diatas ok kelancaran
penyelenggaraan pemenimah in dan pembangunan yang memeriucan
pembiayasan perly menctapk in Retribusi Penjualian Produks saha

Dacrah schagai saluh saty wiber Pendapatan A sl [ yacrah,

¢ bahwa untuk maksid lerseby' pertu dictapkan dalam sty Qanun

Mengingat Undang-undang  Nomor § Fahun 19%) lentang Hukum  Acara

Pvdana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomeor 76, 7V ambabvan

Lembaran Negara Nomor 32( /).

2 Undang-undang Nomor |8 Vahun 1997 lentany Pajak aerah dan
Retribusi  [aerah (Lembara s Negars Tahun 1997 Nomor 41,

Fambahan | embaran Negara {omor 3645,

) Undang-undang Nomor 72 Vabun 1999 lentany  Pemerntahan

Daerah (1 embaran Negara Tahun 1999 Nomey . T amnbahan
Lembaran Negary 3%39),

4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 lentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerimtah Pusat dan Daerah ( | embaran Negasa
Tahun 1999 Nomor 72, Tambx han | embaran Negara Nomor 3%4%),
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: Undang-undang Noinor 42 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi D; erah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893):

6. Undang-undang  Nomor 4. Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan K ibupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897):

7. Undung-undung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undung-undung Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dup, Kabupaten: Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang-undang Nomor 34 Fahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah (Lembarar. Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Jomor 4048);

9. Undang-undang Nomor I8 Tahun 200] tentang Otonomi Khusys
Bagi Provinsi Daerah Istime va Aceh Sebagai Provinsj Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembara; Negara Tahun 200] Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara P omor 4134):

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negira Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

L.embaran Negara Nomor 3258).

Il Peraturan Pemerintah Nomor 66 “Tahun 200 lentang Retribus;

Daerah (Lembaran Negara Tihun 200] Nomor |19, Tambahan

L.embaran Negara Nomor 4 139

to

Keputusan  Presiden Nomor 44 “Tahun 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peraturan Perunda 1e-undangan dan Bengyk Rancangan
Undung—undung. Rancangan Peratyran Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

I3 Peraturan Mentery Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ¢ Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan ,?ﬂ
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14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 lentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

I5. Keputusan Menteri Dalam Negeri: Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi [ Jacrah;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingka |1

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kota:

I8. Keputusar Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk  Hukum

Daerah:

[9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-produk Hukurr Daerah;

20. Keputusan Menter; Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21.Keputusan Menteri Dalam Neseri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan erita Daerah;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kola,
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

Aenetapkan : QANUN  KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKS] USADA DAERAI .

»
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Qanun in; yang dimaksud dengan

Daerah adalal Kabupaten Bireven:

(]

Pemerintah Dacrah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom

lainnya sebagai Badan Eksekutif Dacrah:

3. Bupati adalah Bupati Bireuen:

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenty dj bidang Retribusi
Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Cabupaten Bireuen:

6. Badan adalah suary bentuk s iha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Persekutan Komanditer, Perserc an lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau  Daerah dengan  nama  dan bentuk apapun,  persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan alau organisasi yang
sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap Scrta bentuk badan
usaha lainnya;

7. Retribusi Jasa Usaha adalah reiribusi atag Jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula discdiakan o'ch sckior swasta;

8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas renjualan hasil produksi usaha daerah;

9. Wajib  Retribusi adalaii - orang, pribadi  yang  menuryg peraturan

perundang-undangan Retribusi dacrah diwajibkan untuk  melakukan

pembayaran retribusi:

10.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat

(-

SPAORD adalah sura yang - disunakan oleh wa)ib retribusi untuk
melaporkin objek  retribusi Jan wajib  retribusi scbagai  dasar
perhitungan dan pembayaran retribys;i yang (erutang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi Dacrah:

. Surat Ketetapan Refribys; Daerih yang selanjutnya dapat disingkat

SKRD, adalah Sury( Kepulusan yang menentukan besarnya jumlah

12. Pemeriksaan "é%
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12.Pemeriksaan — adalah serargkaian  kegiatan  untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundar g-undangan Retribusi Dacrah;

I3. Penyidikan tindak pidana i bidang  Retribusi Dacrah  adalah
serangkaian tindukan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil - yang selanjutnya  disehul Penyidik, untuk  mencari  serta
mengumpulkan bukti yang der gan bukti itu membuat terang tindak
pidana dj bickang Retribusi Dacrah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.
BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama  Retribus; Penjualan Produksi Usaha Daerah  dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi:
a. Bibit Tanaman,
. Bibit Ternak.

Bibit [kan.

o o o

. Hasil Penjualan Produks;i lainnya,

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil
produksi usaha dacrah.
BAE 111
(.‘()l;()N(..‘./\N RETRIBUSI
Pasal 5 |

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah digolongkan scbagai Retribusi

BAB ... .. ,(,}ﬂ
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b. Sub Sektor Peternakan

Jeni

s Ternak

Kambing/| Jomba
Unggas

€. Sub Sekior Perikanan

Jenig chih/l%ilnl Ukt

Benih

———

Benih Udang Win, (Benur) / PLIO - 5
‘ P16 25

Tokolan
Benih UdungPulih(Kch)ng;) 'PLos g

Benih [kan Kerapy l-

3 ¢cm

46 ¢m

710 ¢m
Benih Kakap pytip 0,5-12
Benih Ikan My I'-3¢m
4-06¢m

P 7~ 10 ¢em
Benih Ikan Bandeng / Umui

Bandeng Umpan Pancing 1012 ¢m
Benih Ikan Njj, -3 cm
4-6cm
7 10¢m
" 9 | Benih Ikan Mujair I3 cm
10 Bcnih Ikan Lele I'-3cm
3-5cm
. J-8cm
11 | Benih lkan Lainnya -
e

(icl(mdong:m

- 'l—hmu“

I "Tahun ke alas

I Tahun ke atas

I Tahun ke alas

8 Bulan ke atas

1

,-l.:lil‘io'i—l : '.hu'nluﬂ‘
Standar Persen
Per-Likor Retribusi
(Rp)
17 - 5%
30,- I %
50,- 5%
8. 5%
100,- 5%
200- 5%
1.000 - 5%
150,- 5%
300,- 5%
75,- 5%
100 - 5%
150 - 5%
60, 5%
200 - 5%
500 - 5%
40,- 5%
60) - 5%
100 - 59,
25, 5%
40, - 5%
75, 5%
60 - 5%
100.- 5%
150 - 5%
- 5%

3.000,-
500,-

‘:Iumluh Nj

Retribusi

\O,T
1,50
2,50
0,40
5.00
5.00
50.0
8.00
15.0
3,75
5.00
8.00
3.00
10.0
25.0
2.00
3.00
5.00
1.00
2.00
3,75

- 3.00
5.00
7,50

Disesuaikan menurut

Harga Benih
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d. Sub Sekior Perkebunan

No fenis Bibit T Spesifkast Taril(Rp) | Keterangan
.; | (Ukurarn ;
| . ' Maksimal) {
[ ] f
I Kelapa Sawi; 1218 Bula, ;‘ 15
2 Kelapa Hibrida/Cikal 12 Bulan f 15
-3 Kelapa Dalam/Cika) 12 Bulan 5 15
4 | Kakao/Cika) 6 -8 Bulan 5 15
[ 5 | KarevOkulasi/Cik 12 Bulun 15
6 Kop/Batang S Bulan s
7 | Pinang/Ciky) 8- 10 Bulan 5
8  Kapuk/Randy Batano 8 Bulan 5
9 | Kemiri/Ciky S - 10 Bulan 5
10 | Lada/Stek 6 Bulan 15
11| Pala/Cikg] 20-24 Bylan 13
12 Jahe.«anpang I Bulan 5 Persemaian
13 KunyiL’Rimpang I Bulan 5 Persemaian
14 'KapaS.’Bamng I Bulan 5 Persemaian
15 | NilanvStek 2 Bulan -5 |
I 16 Tewaa::mg 6 Bulan 3 Diratun
17 | Jamby Mele"Balang 6 Bulan 2
18 ; Tembakau/Bamng I Bulan 2
19 Kayu Manis/'Bamng 5 Bulan 3
_ —_—
\\J

e Sub %
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¢. Sub Sekior Pertanian

Jenis Bibit/Bibiy

Padi (Semug Varielas)

Palawija
Kedelai
Jagung
Kacang Tanan

Kacang Hijay

Sayur-sayuran
Cabe besar, Cabe rawi
Terong

Tomat

Kacang Panjang
Buncis

Sawi

Bayam

Selada

Bawang Merah
Bawang Putih
Labu

Gambas
Mentimun
Melon

Pepaya
Semangka

Kangkung Darg

10

Tanaran Pangan

]

]

|

'l'z;rif/Retribusi (Rp) |

—

Sresifikasi (Umur)

Stap Pelabelan 20/Kg

Sda 35/Kg

Sda 35/Kg

Sdu 50/Kg

Sda ; 35/Kg

l

Sda " 40/Kg

Sdu f 40/Kg

Sda | 40/Kg

Sda 25/Kg

Sda ; 25/kg

Sda 25/Kg

Sda | 25/Kg

Sda 25/Kg

Umbi Siap Label 30/Kg
Umbi Siap Label 50/Kg
Bi) Siap Label 25/Kg
Bij: Siap Label 25/Kg
Bip Siap Label 25/Kg
Biji Siap Label 50/Kg
Biji Siap Label 40/Kg
Biji Siap Label 40/Kg
Biji Siap Label IO}Kg

—— ]
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I. | Rambutan
2. | Durian
| 3 { Mangga
f 4. Melinjao
5. | Adpokat
6. | Langsat
7. | Jeruk Siam
8. | Jeruk Besar (Semug Varietas)
9. | Jeruk Keprok
10. | Jeruk Sangkis

11| Jeruk Perut

12. /Jeruk Nipis
,13. Nangka

14. | Duku

15, | Sawo

16. ;Sala

17. f Manggis

th-sil'ikz};i_( Umur) |

* Taril/Retribusi (Rp)

|

; Biji. Cangkok, Okulas,
i

Grafting/Sambung yang

telah selesai Pelabelan

,z
|
/

|

50/Btg
50/Btg
50/Btg
30/Btg
50/Btg
50/Btg
40/Btg
40/Btg
40/Btg
40/Btg
30/Btg
30/Btg -
20/Btg
50/Btg
20/Btg
20/Btg
50/Btg

f. Sub

_— ]
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12

[ Sub Sektor hasil Produksi D.:

lenis Komodi

S

>

N

o

» ~ o

Naphtha
LNG

Air Meneral
Pupuk Urea
Kertas

Pinang

Padi

Kelapa Sawi
Kopra

Coklat

Kupi

Karet

Udang

Kayu

Nilam

Kedelai
Jernang
Kemiri
Kunyit Kering
Kacang Tanah Kupas

Kepiting

Retribusi yang terutang dipungut di W

dilakukan.

i

Satuan

erah

Beral

3
il
|
J

BAB VII

Pasal 9

Farif I\L(rlhll\l

Keterangan

WILAYAI PEVIUNGUTAN

BAB ...

ilayah  Daerah tempat penjualan
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BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Saat Retribusi lerutang  adalah pada  saat ditetapkannya SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPIORD.

(2) SPdROD sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) harus di isi dengan

Jelas, benar dan lengkap serta ditendatangani oleh Wajib Retribusi atau

kuasanya,
(3) Benwk, isi serta (g car pengistan dan - penyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditctapkan olch Bupati.
BA3 X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

(i) Berdasarkan SPdORD sebagaimara dimaksud pada pasal 11 ayat (H
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen

lainnya yang dipcrsamakan.

(2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian  SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan olch Bupati

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13 o

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diorongkan.

(2) Retribusi ... /%
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(2) Retribusi dipungut dengan menagunakan SKRD atau dokumen lain

yang sah,
BAD X1
SANGSI ADVIINISTRAS]I
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

. . - @ . PN 0 ,
membayar, dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga scbesar 2% (dua
persen) setiap bulan dar retribusi yang lerutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan mengaunakan STRD.

BAB X1l
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasj sckaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran. tempat pembayaran retribusi diatyur

dengan keputusan Bupati.

BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Pengeluaran  Surat Teguran/pering tan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan  retribysi dikeluarkan segera

setelah 7 (tujuh) hari sejak Jatuh temno pembayaran,

(2) Dalam Jangka wakty 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/

peringatan/sural [ain yang sejenis, Wayjib Retribusi harug melunasi

retribusinya yang lerulang,

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaks 1 pada aya( (1) dikeluarkan oleh

pejabat yang ditunjuk,

pas.. AL
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BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

(1) Wajib Retribysi dapa mengajukan  keberatan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atay dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLS,

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hy| Wajib  Retribusi mengajukan keberatan  atas ketetapan

retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan - ketidak benaran

ketetapan retribusi tersebul.

(4) Keberatan hargs diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atay dokum:n lain yang sah, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecual apibila wajib retribusi tertenty dapat
menunjukan  bahwa Jangka waktn ity tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya,

(5) Keberatan yang tidak memenuhj persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) tidak diangg..lp'scbagai surat keberatan, sehingga

tidak dipertimbangkan. _
(6) Pengajuan keberatan tidak menunde kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam Jangka wakty paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harys memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan,

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mencerima seluruhnya
atau sebagian, menolak  afay menambah - besarnya retribusi  yang

terutang,

(3) Apabila ... ’?/
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(3) Apabila fangka wakiy sebagame na dimaksad dulam ayat (1) telah lewat
dan Bupatr tdak memberikan s keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut (ll:m;:;',.'up dikabulkan

BAL XV
l'lCN(.‘lCMlMI.lAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(D Atas  kelehihan pembayaran— retribug. Wajib  Retribusi — dapat

mengajukan permohonun pengembalian kepada Bupati,

(2) Bupati dalan, gk wikiy palmg lama 6 (cnam) bulan  sejak
diterimanyz permohonan kelebihy 1 pembayaran retribusi scbagaimana

dimaksad padi aya (D) haras meriberikan keputusan

(3) Apuabily Jangha wak iy sehagamany dimaksud dalam ayal 2 (dua) telah
dilampaur dan Bupati adak memt crikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB

harus digerbitkan dalam jangka walk paling lama | (satu) bulan,

(4) Apabila Wajib Retribus: mempunyan utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribust sehagaiman dimaksud dalam ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlcbil dahulu utang retribusi tersebut,

(5) Pengembalian kelebihan pembayar i retribusi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam Jan:ka waktu paling lamg 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDII3,

(6) Apubila  pengembalian  kelebihan pembayaran  retribusi - dilakukan
sctelah lewat jangka wakqy 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga 2% (dua persen) schular atas  keterlambatan pembayaran

kelebihan retribusi.
Pasal 2()
(1) Permohonan  pengembalian kelebihin pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sckurung-kurangnya menyebutkan: _

a. ~Nama dan alamat Wajib Retribus

b. Masa retribusi:

¢. Besarnya .., M .
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¢. Besarnya kelebihan pembaya an;

d. Alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalu pos ‘ercalal.

(3) Buktj penerimaan olch Pejabat Dacrah atau buk(i pengiriman pos

L2reatat merupakan buk(j saat perinohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian retribusi- dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar K elebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sehagaimana limaksud pada pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan  cara pemindahbukuan  dan  bukti

pemindahbukuan Juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB Xvi

*  PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAMN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan penguringan, keringanan dan pembebasan

retribusi.
(2) Pemberian pengurangan  keringinan  dan pembebasan  retribus;
sebagaimana dimaksud dalam ayat « 1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, - keringanan  dan pembebasan  retribys;

ditetapkan olch Bupati,
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BAB XVill
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

tidak 11elaksanakan kewajibannya schingga

-

(1) Wajib  Retribusi yang
merugikan Keuangan dacerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau dends paling banyak 4 (empat) kali Retribysi

Ter uldn"

(2) Tindak Pidan: tyang dimaksud dalam ayal (1) adalah Pelanggaran.

BA3 XI)(
PENYIDIKAN
Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenty dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus seb igai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidang dibidang retribusi,

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana  dimaksud dalam ayat saty (1

adalah:

a. Mcncrimu mencari dan mengumpulkan serta menelitj keterangan
atau laporan  berkenaan: dengan tindak Ppidana dibidang retribus;
dacrah agar keter rangan atau I poran (ersebut menjadi lengkap dan
Jelas;

b. Mencliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana retribus; daerah;

¢. Meminty keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidany dibidang retribys; dacrah;

d. Memeriksa huku-huku, Calatan-catatan (Jan dokumcn—dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidany dibidang retribyg; dacrah;
¢. Meclakukan pengeledahan— yr gk mendapatkan  pghgn bukti
pembukuan, pencatatan dan doknmcn-dokumcn lain serta melakukan’
penyitaan terhadap barang bukti rersebul;

e
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. Meminta bantuan tenaga anli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumer yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢:

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
dacrah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

1. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yan perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan,

(3) Penyidik  sebagaimana dimaksu¢  dalam ayat (1) pada Pasal ini
memberitahukan  dimulainya penyidikan  dan menyampaikan  hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB X X
KETENTUAN PENUTUP
Pasa! 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
peraturan - pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

Pasal ... '%
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. PENJELASA v
ATAS
QANUN

KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 50 TAHUV 2002

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

. PENJELASAN UMUM :

[ Bahwa dengan ditetapkan Undang-ur dang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah dan Pe-aturan Pemerintzh Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribust Dacrah, maka intuk menwujudkan Otonomi Daerzh
yang luas, nyata dan bertanggung Jawab kepada Daerah diberikan
kewenangan dan kemandirian unty - mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri termasuk dalam ha penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah.

2. Bahwa schubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk adanya ketertiban dan keteratu-an dalam penjualan produksi usaha
Daerah, dipandang perlu menctapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Dacrah.

3. Bahwa untuk adanya kepastian  hu<um  dalam pemungutan Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Dacrah, per u diatur dalam suaty Qanun.
I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal |
Cukup jelas.

o

Pasal 2

Cukup jelas.

. 2/
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Pasal 17
Cukup jelas

Pasal |18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
-® Cukup jelas.

4 Pasal 27

| | Cukup jelas.
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